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SALINAN

PEUERINTAII KABIIPATEN KEDIRI

PERATT'RAIT DATRAII XABIIPATEIf KEI'IRI
I{OUOR 8 TAHUN 2013

TEI|TANG

PEITATAAIY Drr PEXBIilAAIT PASAR TRADISIOI{AL,
PIISAT PERBELITITJAAIT DAIT T()KO UODEnI|

DI KAAUPATEIT XTDIRI

DEI|GA,IT RAHUAT TI'HAIT YAITG UAIIA EsA

BUPATI I(EDIRI,
bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas

kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan

lagi seluruh ralryat;

bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan

eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan

eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu
dilindungi melalui pemberdayaan agar dapat tumbuh dan
berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta
saling menguntungkan;

bahwa diperlukan pengaturan toko modern dalam suatu lokasi
tertentu agar te{adi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang

.kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional
dan/ atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan
yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan
koperasi;

bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b dan
huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern di Kabupaten Kediri;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

d.

Mengingat : 1.
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O1;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

125, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 47241;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan lrmbaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia

Nomor 4739);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O8 Nomor 93, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);

,. .|
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ll.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukaa

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOZ tentang pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2OO7 tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang penanaman

Modal;

17. Peraturan Presiden Nomor r 12 Tahun 2007 tentang penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional pusat perbelanjaan dan Toko
Modern;

18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M_DAG/ pE)R I g I 2OOZ
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturaa Menteri
Perdagangan Nomor 39/ M-DAG/pE,R/ t2 / 2Ot I ;

2O. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor S3/M_DAG/PER I 12 I 2OOg
tentang Pedoman dan penataan pasar Tradisional, pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern ;

21. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor s3 Tahun 2ol 1 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah;

22. Perat*ran Menteri Dalam Negeri Nomor 2o rahun 2or2 tentang
Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar Tradisional;
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2000 Nomor lO/Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 20O8 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (l,embaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2O08 Nomor 7, Tambahan l,embaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4l);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 13 Tahun 20Og

tentang Organisasi dal Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri dan
Perdagangan (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O0g
Nomor 13, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
47);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 34 Tahun 200g
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor pelayanan dan perizinan

Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20Og
Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
68);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011
Nomor 14, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
e+l;

Dengan persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:
MenetapKan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kediri.
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3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah untuk menerbitkan izin usaha Pasar Tradisional, pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu Kepala Kantor pelayanan

dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
5. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Daerah yang

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Industri dan
Perdagangan Kabupaten Kediri.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual
lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,
pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan
maupun sebutan lainnya.

7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk ke{asama
dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dal
tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
swadaya masyaralat atau koperasi dengan usaha skala kecil,
modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui
tawar menawar.

8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal
maupun horizontal, yarrg dijual atau disewakan kepada pelaku
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan
perdagangal barang.

9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
digunalan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu
penjual.

lo.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hlpermarket
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

11. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang
melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu
kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke
ouflet yang merupakan j aringannya.

12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran
langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri
(swalayan).
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13. Supermarket adalah s€rana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga

termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan
langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

14. Department Store adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukal penjualan secara eceran dan langsung kepada
konsumen barang konsumsi terutama produk sandang dan
perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis
kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan
langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar
swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam
satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

16. Pusat perdagangan (trad.e centre) adalah kawasan pusat jual beli
barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya
secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana
yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badal usaha.

17. MaIl atau Super Mall atau Plaza adatah sarana atau tempat
usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan
sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan,
perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-
barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan
yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

lS.lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut
[UP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUpp
dan lzin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah
izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

19. Kemitraan adalah adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil
dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan
pembinaaa dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha
Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tent-ang
Kemitraan.
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20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut
UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan
menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2O08 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modem
dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang
menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

22. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah da_lam

melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu
usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan
fisik/tempat agar dapat bersaing dengan toko modern.

23. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian
toko modem di suatu daerah, agar tidak merugikan dan
mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi yang ada.

24.Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah

Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-
unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan
toko modern, bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi serta pasar tradisional

b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi serta pasar tradisional pada umumny a, agar mampu
berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat
meningkatkan ke sejahteraannya.

c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di
suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan
pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang
telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset
pariwisata.
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d.

e.

(1)

(2)

f.
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menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar

tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku
usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan
dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.

mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta
swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar

tradisional dan toko modern.

mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat
antara toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih
cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi
nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan

BAB III
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBEI,ANJAAN

DAN TOKO MODERN

Lokasi untuk pendirian 
""".r"i*r3ronal, 

pusat perbelanjaan dan
Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayai
Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 4

Pendirian Pasar Tradisiona_l atau Pusat perbelanjaan atau Toko
Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan
ketentuan peraturan perundaag-undangan dan harus melakukan
analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar

Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
Batasan luas lantai penjualan Toko modern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Minimarket, luas lantai kurang dari 400 m2 ( empat ratus
meter persegi ) ;

b. Supermarket, luas lantai 40O m2 sampai dengan SO00 m2 (

lima ribu meter persegi) :

c. Hypermarket, luas lantai tebih dari 5.OOO m2 ( lima ribu meter
persegi ) ;

d. Department Store, lebih dari 4OO n0 (empat ratus meter
persegi ) ; dan

e. Perkulakan, lebih dari 5.0OO m2 ( lima ribu meter persegi ).
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(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern

ditentukan sebagai berikut :

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjua-l secara

eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan
produk rumah tangga lainnya ;

b. Department Store menjual secara ecer€rn barang konsumsi
terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan
penataan barang berdasarkal jenis kelamin dan/ atau tingkat
usia konsumen ;

c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 5

(l) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar

Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat (1) meliputi:

a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dal
pendidikan;

b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

c. Kepadatan penduduk;

d. Pertumbuhan penduduk;
e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana

bagi UMKM lokal;
h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah

ada;

i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara
Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada
sebelumnya; dan

j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sociat
Resporsibilityl.

(2) Penenhran jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf i
harus mempertimbangkan:

a. Lokasi pendirian Hypermarket atau pasar Tradisional dengan
Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada
sebelumnya;

b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan pasar
Tradisional;

c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
e. Perke mbangan pemukiman baru.
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(3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh

badan/ Iembaga independen yang berkompeten.

(4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di
wilayah yang bersangkutan.

(5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang

tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat
Permohonan:

a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau
Toko Modern selain Minimarket; atau

b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau
Toko Modern selain Minimarket.

(6) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau
bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimsns
dimaksud pada ayat (1).

(7) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan
untuk Minimarket.

(8) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang
terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib
memperhatikan:

a. Kepadatan penduduk;

b. Perkembangan pemukiman baru;
c. Aksesibilitas wilayah (arrs lalu lintas);
d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah

sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
(9) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (g)

diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang
domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 6
Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan
jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokat atau jalan lingkungan
pada kawasan pelayanan bagran kabupaten atau lokal atau
lingkungan (perumahan) di da_lam daerah.
Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan
pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

(1)

(2)
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(3) Perkulakan, Hypermarket, Supermarket dan Department Store

hanya diperuntukkan di kawasan Simpang Lima Gumul,
sedangkan Minimarket yang berskala nasional, selain

diperuntukkan di Kawasan Simpang Lima Gumul juga
diperuntukkan di wilayah kecamatan perkotaan.

(4) Supermarket dan Department Store tidak boleh berlokasi pada

sistem jaringan jalan lingkungandan tidak boleh berada pada

kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota atau perkotaan.

Pasal 7

(l) Pasar Tladisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern
harus menyediakan areal parkir, tempat ibadah yang layak dan
sarana umum lainnya.

(2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 8

(1) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar

tradisional minimal radius 1.0O0 meter.

(2) Jarat pusat perbelanjaan dal toko modern (kecuali minimarket)
dengan pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali

minimarket) lainnya minimal radius 1500 meter.

(3) Jarak pusat perbelanjaan dengan minimarket minimal radius
500 meter.

(a) Jarak minimarket dengan minimarket lainnya minimal radius
5OO meter.

(5) Jarak minimarket minimal 50 meter dari warung/ toko sejenis di
wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket.

Pasal 9

(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket
adalah sebagai berikut :

a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai
dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan
pukul 23.O0 waktu setempat.

(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu
lainnya, Kepala Daerah dapat menetapkan jam ke{a melampaui
pukul 22.O0 waktu setempat.
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(3) Jam kerja minimarket adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul
24.00 waktu setempat.

BAB IV
KEMITRAAN USAHA

Pasal 1O
(l) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan

dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha,
atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern
yang dilakukan secara terbuka.

(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat dilakukan dalam bentuk:
a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau

dikemas :uleng (repackagingl dengan merek pemilik barang,
Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka
meningkatkan nilai jual barang; atau

b. memasarkan produk hasil UMKM paling sediki t 21o/o d,ai
jumlah jenis barang yang dijual meralui etarase atau outret
dari Toko Modern.

(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan Toko Modern
kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha daram areal
Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memanfaatkan rrang usaha sesuai dengan pemntukan yang
disepakati.

Pasal 1l
(l) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari

Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling
menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

(2) Toko Modern mengutamakan pasokaa barang hasil produksi
UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan
atau standar yang ditetapkan Toko Modem.

(3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro,
Usaha Kecil dibebaskal dari pengenaan biaya administrasi
pendaftaran barang (listing fee).

(4) Ke4'asama usaha kemitraan aatara ,MKM dengan Toko Modern
dapat dilakukan da.lam bentuk kerjasama komersial berupa
penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau
permodalan atau benfuk ke{asama lain.
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(5) Kefasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia
berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah
pihat tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hal<

dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dal tempat
penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

(1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-
syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus
jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta
disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

(2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
a. Potongan harga reguler (regular discountl berupa potongan

harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada
setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak
berlalm bagi Pemasok yang memberlakukaa sistem harga
netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko
Modern dan disepakati dengan Toko Modern;

b. Potongan harga tetap (fixed rebatel berupa potongan harga
yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa
dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara
periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum
1% (satu persen);

c. Jumlah dari Potongan harga reguler (regular discount) maupun
potongan harga tetap (fixed rebatel ditentukan berdasarkan
presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke
Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara
periodik;

d. Potongan harga khusu s (cond.itianal rebatel berupa potongan
harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern
dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai
pe{anjian dagang, dengan kriteria penjualan:
1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian

sebesar l0O% (seratus persen) mendapat potongan harga
khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);

2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar l01yo (seratus
satu persen) sampai dengan 115%o (seratus lima belas
persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga
khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
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3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus

lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan

harga khusus paling banyak sebesar l Oolo (sepuluh persen).

e. Potongan harga promosi (Promotion Di-scounf diberikan oleh
Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi
baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modem
yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam
waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern
dengan Pemasok;

f. Biaya Promosi (Promotion Cost) yaitu biaya yang dibebankan
kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua
belah pihak yang terdiri dari:
1. Biaya promosi melalui media massa atau cetalan seperti

brosur atan mailer, yang ditetapkan secara transparan dan
wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya_biaya
kreativitas lainnya;

2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (In-Store promotionl

dikenakan hanya untuk area promosi di luar
dbplag /pajangan reguler toko seperti floor displag, gondola
promosi, block sheluing, tempat kasir (Check out Counter),
uing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko,
dan tempat lain yang mem€rng digunakan untuk tempat
promosi;

3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerl.asama dengan
pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan
produk pemasok seperti sampting, demo produk, hadiah,
games, dan lainJain;

4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas
promosi dilakukan mal<simal 3 (tiga) bulan setelah acara
berdasarkan konlirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi
yang belum terpalai harus dimanfaatkan untuk altivitas
promosi lainnya baik pada periode yang bersaagkutan
maupun untuk periode yang berikutnya.

g. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada
huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada
Pemasok;

h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah
termasuk di dalam Biaya promosi sebagaimana dimaksud
pada huruf f;



15

i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat
perencana€rn promosi baik untuk produk baru maupun untuk
produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;

j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh

dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan
barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu,
harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;

k. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing feel hanya
untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
1. Kategori Hypermarket paling banyak Rp150.OO0,O0 (seratus

lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap
gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua
gerai;

2. Kategoi Supermarket paling banyak Rp 75.00O,00 (tujuh
puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap
gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.O0O.0O0,00

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua
gerai;

3. Kategori Minimarket paling banyak Rp 5.0OO,OO (lima ribu
rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya
paling banyak Rp 20.000.OO0,00 (dua puluh juta rupiah)
untuk setiap jenis produk di semua gerai.

l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang
sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap
tahun berdasarkan perkembangan inflasi;

m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada
Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi
selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;

n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling
sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila
akan melakukan stop order delisting atau mengur ang1 item
produk atau SI(U (Stock Keeping Unit) Pemasok;

o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil
dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai

pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;

p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan
harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar
Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok
masyarakat.
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Pasal 13

Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha

Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai
pasokal sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh
dokumen penagihan diterima.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berlaku untuk 1

(satu) outlel atau I (satu) jaringan usaha.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 14
(1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib
memiliki:

a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;

b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;

c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store,

Hypermarket dan Perkulakan.
(21 lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh

Kepala Daerah.

(3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izir,
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang

ditunjuk.

Pasal 15

(l) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP).

(2) Apabila te{adi pemindahan lokasi usaha Pasar Tladisional, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab

perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku:

a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;

b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang

sarna.

(4) lzrn Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib
dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.



(1)

(21

17

BAB VI
PEI,APORAN

Pasal 16
Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izir, usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Kepala

Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang

membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
b. Omset penjualan setiap gerai;

c. Jumlah UMKM yang bermitra;
d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib
meyampaikan laporan berupa:

a. Jumlah gerai yang dimiliki;
b. Omset penjualan seluruh gerai;

c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
d. Jumlah tenaga keda yang diserap.

(21 I'aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan
setiap semester kepada Kepala Dinas.

KEwAJTBAN, r'ff,nEl* DAN sANKST

Bagran Kesatu

Kewajiban

Pasal 18

(l) Setiap penyelenggara usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan

dan toko modern mempunyai kewajiban :

a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah,

dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala
besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti
minimarket);

b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan da-lam izin
penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku,
khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tldak sehat;

c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan
konsumen;
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d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha ;

e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian
lingkungan tempat usaha ;

f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian
dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta
ketertiban umum di tempat usahalya ;

g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan
peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang
serta barang-barang terlarang lainnya ;

h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan
drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi

karyawan dan konsumen ;

i. memberikan kesempatan kepada kaqrawan dan konsumen
untuk melaksanakan ibadah ;

j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan

dan kesej ahteraan kar5rawan ;

k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan
mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di
tempat usaha ;

1. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis
dalam rupiah;

m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan

konsumen.

(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terhadap toko modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian

keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam
kegiatan pembangunan kemasyaralatan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :

a. melakukan penguasaan atas produksi dan/ atau penguasaan

barang dan/atau jasa secara monopoli :

b. menimbun dan/ atau menyimpan bahan kebutuhan pokok

masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran
untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan
masyarakat;

c. menimbun dan/ atau menyimpan barang-barang yang sifat dan
jenisnya membahayakan kesehatan :
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d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
e. mengu.bah atau menambah sarana tempat usaha tanpa lztn dari

Kepala Daerah;

f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/ atau tenaga kerja

asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 2O

(1) Pelalu Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimal<sud

dalam:

a. Pasal 1O ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15

ayat (4), Pasal 17 dikenakan sanksi administratif;

b. Pasa-l 19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, berupa:

a. Pembekuan Izin Usaha;

b. Pencabutan Izin Usaha.

(3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara terlulis
berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1

(satu) bulan.

(4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem.

(2) Datam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

a. al€n menganggarkan dalam APBD dan mengupayakan

sumber pendanaan lain, untuk pemberdayaan Pasar

Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar

Tradisional;
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c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi

pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum

dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;

d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisiona-l.

(3) Dafam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

Pemerintah Daerah:

a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam
membina Pasar Tradisional;

b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah maka Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau
informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan penrndang-

undangan.

(5) Mekanisme pembinaan dal pengawasan oleh Pemerintah Daerah

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
(1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yalg sudah operasional

dan telah memperoleh Surat Izin Usalra Perdagangan (SIUP)

sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP

atau IUTM paling lambat I (satu) tahun sejak diberlakukannya
Peraturan Daerah ini.

(2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional
dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum

ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau
IUTM sepanjang tidak bertentangal dengan Peraturan Daerah
ini.

(3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum

berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang

belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau
SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan
permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM

sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
(5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang

telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah

dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya
Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peratural Daerah ini.
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(6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi
sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum
melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program
kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

(7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan,
Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola

Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan
berakhimya pe{anjian dimaksud.

(8) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket yang
baru memilikt izin prinsip dari Kepala Daerah dan belum
dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1

(satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 5-9-2013

BUPATI KEI'IRI,
ttd

IIARYAN'H SUTRIANO
Diundangkan di Kediri
padatanggal 25-8-2014
SEXRETARIS DA.ERAII KABI'PATEIY XEDIRI

ttd
SIrPIOYO

LEUBA.RAIT DAERAH ITABI'PATEN XEDIRI TATII'IT 2014 NOUOR 8

Salluan seauai asllnya

Pemblna Utarna Madya
I{IP. 1958071719a6031018
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PENJELITSAIT

ATAS

PERATURAIT DATRAII KABUPATEIT IIEI'IRI
IYOMOR 8 TAIIUIY 2013

TENTAI|G

PEITATAAIT DAIT PEMBINAAIT PASAR TRADISIOITAL,

PUSAT PERBELIIITJAAIT DA.!T TIOI{O MODER.IT

DI KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

l. Dasar Pemikiran.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2O07 tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan
konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dart pembinaan bagi

pasar tradisional dan toko modern. Fenomena perkembangan sektor
perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya
Iiberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia.
Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas

diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena

toko modern di Kabupaten Kediri telah membawa dampak yang begitu besar

bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan
pembangunan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern juga
berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan
keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang

kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan toko modern,
maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta
pasar tradisional dapat tumbuh darl berkembang bersama -sama dengan
pengusaha toko modern dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan
adil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berfungsi
sebagai regulator atas masalah yang berkembang dI masyarakat menyangkut
keberadaan pasar dan toko modern yang semakin menjamur di setiap daerah,
masih bersifat umum dalam rangka memberikan perlindungan kepada para
pelaku ekonomi di pasar tradisional dan para pengusaha kecil, sehingga

masih diperlukan peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengatasi
permasalahan sesuai dengan kondisi daerah maing-masing.
Bahwa kewenangan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar tardisional,
pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati wajib mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Rencana Detail
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Tata Ruang Kabupaten termasuk zonasinya, dan harus tetap berpedoman

pada azas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern di Kabupaten Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan perkulakan merupakal salah satu bentuk toko
modern dengan sistem penjualan barang secara grosir.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas
v, Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (71

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud pelaku usaha adalah pelaku usaha dengan modal dalam
negeri bukan waralaba berskala nasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "minimarket berskala nasional" adalah minimarket sistem

waralaba dengan modal dalam negeri yang dikelola oleh pemilik modal

ska-la nasiona-l dan/ atau pemilik modal asing.

Yang dimaksud "wilayah kecamatan perkotaan" adalah sepaljang Jalan
Pahlawan Kusuma Bangsa, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani Timur
dan Jalan HOS Cokroaminoto pada Kecamatan Pare.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud "sarana umum lainnya" antara lain tempat pembuangan

sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah, air bersih,
sanitasi/drainase,toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan

limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam

kebakaran dan area bongkar muat dagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasa-l 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas
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Pasal 18

CukuP jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

CukuP jelas

Pasal 21

CukuP jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasil23
Cukup jelas
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